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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kegiatan 

investasi pada akhir masa kontrak kerja sama dalam 

kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu 

mengubah ketentuan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian 

Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 
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Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang 

Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan 

Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5173) sebagimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan 

dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6066); 

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 24); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross 

Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1118); 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian 

Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian 

Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1078); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 

TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN BIAYA 

INVESTASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS 

BUMI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 480) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 

2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1078) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Nilai pengembalian Biaya Investasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 meliputi sisa Biaya 

Investasi yang belum dikembalikan dari Kegiatan 

Investasi Hulu yang dilakukan Kontraktor paling 

lama 5 (lima) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama 

berakhir.  

(2) Nilai pengembalian Biaya Investasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan 

verifikasi dan persetujuan dari SKK Migas. 

(3) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), SKK Migas mempertimbangkan 

www.peraturan.go.id



2018, No. 545 
-5- 

tingkat dan perkiraan produksi dari hasil investasi 

yang telah dilakukan. 

(4) Verifikasi yang dilakukan oleh SKK Migas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

 

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 ditambahkan 2 

(dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Dalam hal Kontrak Kerja Sama tidak diperpanjang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kontraktor 

baru wajib melakukan penyelesaian atas nilai 

pengembalian Biaya Investasi.  

(2) Kewajiban penyelesaian atas nilai pengembalian 

Biaya Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan 

Wilayah Kerja baru dan Kontrak Kerja Sama baru. 

(2a) Pengembalian Biaya Investasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum penandatanganan Kontrak 

Kerja Sama oleh Kontraktor baru.  

(2b) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam 

pengembalian Biaya Investasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2a), Kontraktor dapat 

mengenakan denda keterlambatan paling banyak 

sebesar 2,5 ‰ (dua koma lima per mil) per hari 

kepada Kontraktor baru.  

(3) Nilai pengembalian Biaya Investasi yang diterima 

oleh Kontraktor atas penyelesaian yang dilakukan 

oleh Kontraktor baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), akan diperhitungkan sebagai pengurang 

biaya operasi pada Kontraktor Kerja Sama existing. 

(4) Nilai pengembalian Biaya Investasi yang diselesaikan 

Kontraktor baru sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) akan diperhitungkan sebagai biaya operasi 

Kontraktor baru. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 April 2018 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

IGNASIUS JONAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 April 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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